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Kongres Bahasa Jawa V1

AAT ini, Daerah Istimewa Yogyakarta
(DIY) sedang mendapat giliran menjadi
tuan rumah Kongres Bahasa Jawa
(KBJ). Pelaksanaan KBJ VI pada 8-12 November

2016 mengambil tema Basa Jawa Triwikrama’. |

Gelaran lima tahunan ini secara bergantian di-
laksanakan di tiga provinsi : DIY, Jawa Tengah
dan Jawa Timur. Pada 25 tahun lalu, KBJ I dige-
lar 15-20 Juli 1991 di Semarang. KBJ II 22-26
Oktober 1996 di Malang. KBJ III 15-21 Juli 2001
di Yogyakarta. KBJ IV 10-14 September 2006 di
Semarang. KBJ 'V dilaksanakan 27-30 November
2011 di Surabaya.

Tujuan utamanya melestarikan Bahasa Jawa
sebagai rub’ Budaya Jawa lewat kebijakan resmi
tiga pemerintah provinsi tersebut. Karena itu, se-
tiap KBJ selalu diakhiri dengan perumusan kebi-
jakan dan rekomendasi untuk dilaksanakan oleh
tiga gubernur. Apa saja kebijakan dan rekomen-
dasi KBJ V? Apa yang perlu diusulkan dalam
KBJ VI?

KBJ V merumuskan empat kebijakan, yaitu
(1) penyusunan peraturan daerah (perda) ten-
tang pembinaan dan pengembangan bahasa, sas-
tra, dan Budaya Jawa. (2) Penerbitan peraturan
gubernur (pergub) tentang penyusunan rencana
strategis (renstra) pengembangan dan pem-
binaan bahasa, sastra, dan Budaya Jawa, (3)
penyusunan renstra tentang pembinaan dan pe-
ngembangan bahasa, sastra, dan Budaya Jawa,
serta (4) pembentukan Dewan Bahasa Jawa di
tingkat provinsi, kabupaten, dan kota oleh peme-
rintah daerah terkait.

Baru Jawa Tengah

Adapun dua rekomendasi KBJ V adalah (1)
pembentukan Dewan Bahasa Jawa dengan kete-
tapan gubernur di tingkat provinsi, bupati di
tingkat kabupaten, dan walikota di tingkat kota
selambat-lambatnya dua tahun setelah KBJ V
| serta (2) naskah akademik rancangan peraturan
| daerah (raperda) disiapkan oleh Dewan Bahasa
. Jawa provinsi, kabupaten, dan kota. Dua
rekomendasi lainnya tentang tempat dan waktu
pelaksanaan KBJ VI serta sosialisasi hasil KBJ
V telah terlaksana bersamaan dengan penye-
lenggaraan KBJ VL.

Di antara empat kebijakan KBJ V, pemben-
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tukan Dewan Bahasa Jawa (DBJ) merupakan
kunei sebab DBJ menjadi perumus naskah
akademis raperda. Namun, baru Jawa Tengah
yang telah memiliki DBJ di tingkat provinsi
maupun kabupaten/kota, sedangkan di DIY dan
Jawa Timur belum punya. Jadi, baru Jawa
Tengah yang memiliki Renstra tentang Pem-
binaan, Pemeliharaan, dan Perlindungan
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Bahasa, serta Aksara Jawa, sebagaimana diatur
dalam Perda Jateng No 9/2012.

Perda itu juga diikuti terbitnya Pergub J: ateng
No 57/2018 tentang Bahasa Jawa sebagai mu-
atan lokal wajib di sekolah/madrasah dalam
Kurikulum 2013. Untuk keperluan sama,
Gubernur DIY telah mengeluarkan Pergub No
64/2013 dan Gubernur Jawa Timur menerbitkan
Pergub No 9/2014. Artinya tiga provinsi telah
menggunakan hak desentralisasinya dengan
memasukkan pelajaran Bahasa Jawa sebagai
muatan lokal wajib. Dalam KBJ V, langkah ini
disebut sebagai pola operasional kebijakan lewat
jalur formal. Pola ini tentu harus diperbaiki, ter-
masuk penyiapan dan penyediaan tenaga guru
yang memadai.

Pola operasional yang lain adalah lewat jalur
nonformal dan informal. Jalur nonformal di-
lakukan melalui sanggar, paguyuban, pade-
pokan, lembaga pendidikan keagamaan, kraton,
dan kantong-kantong Budaya Jawa. Ada pun
jalur informal dapat dilakukan lewat keluarga-
keluarga yang menyadari diri sebagai wong
Jawa.

Jalur nonformal dan informal sesungguhnya
lebih berdaya dan berhasil ketimbang jalur for-
mal. Ini berlaku untuk bahasa apa pun sebab
jalur nonformal dan informal lebih menjamin ter-

pakainya sebuah bahasa secara nyata. Maka

sungguh penting menghargai upaya berbagai
sanggar, paguyuban, padepokan, lembaga pen-
didikan keagamaan, kraton, kantong-kantong
budaya, dan keluarga-keluarga Jawa yang terus
setia menggunakan dan melestarikan bahasa,
sastra, dan budaya Jawa.

80 Juta

Sekarang, bahasa Jawa terutama yang ngoko
masih digunakan oleh sekitar 80 juta orang.
Nasibnya memang tidak perlu dicemaskan se-
cara berlebihan. Namun, makin luasnya per-
gaulan orang Jawa, termasuk dalam Masya-
rakat Ekonomi ASEAN (MEA), perlu diperhi-
tungkan. Maka, kebijakan dalam KBJ V perlu di-
lanjutkan dan dilengkapi dengan antisipasi ke-
mungkinan Bahasa Jawa dipelajari oleh se-
makin banyak warga asing yang berkarya di
DIY, Jateng, dan Jatim.

Persaingan bahasa akan semakin semarak.
Dengan kecintaan warga pendukungnya secara
sukarela, niscaya Bahasa Jawa tetap lestari dan
berkembang. Kita tidak perlu triwikrama karena
marah, tetapi karena bangga. J- o
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